
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 3 Tahun  2018 Seri E Nomor 3

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN  2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 3 Tahun  2018
Seri E
Tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya

NIP. 19600910 198003 1 003



1

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi

kependudukan dan untuk memberikan
perlindungan, pengakuan, penentuan
status pribadi, status hukum
setiap peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting yang dialami
oleh penduduk, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
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b. bahwa berkenaan dengan kajian
dan evaluasi penerapan sanksi
administratif berupa denda bagi penduduk
apabila melampaui batas waktu pelaporan
Peristiwa  Kependudukan dan pelaporan
Peristiwa Penting serta penduduk
yang bepergian tidak membawa Kartu
Tanda Penduduk dan Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
yang bepergian tidak membawa Surat
Keterangan Tempat Tinggal, maka perlu
untuk menghapus denda administratif
yang diatur dalam Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a
sebagai bagian dari upaya
untuk mempercepat serta mendukung
akurasi terbangunnya database
kependudukan di Kota Bogor maupun
database kependudukan secara nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 16 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang    Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2008
Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 16
TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008
Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 4 Seri E) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonomi daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Instansi Pelaksana adalah organisasi perangkat daerah
yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan
pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
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5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen
dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
penduduk serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

6. Sistem Informasi Administasi Kependudukan
yang selanjutnya disingkat SIAK adalah suatu sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan
informasi administrasi kependudukan ditingkat
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu
kesatuan.

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal
di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat
WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara
Indonesia.

9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara
Indonesia.

10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi
yang diterbitkan Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik
yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil.

11. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan
atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil
dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.
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12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan pendataan penduduk rentan
adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa
kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa
akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat serta perubahan status
tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

14. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi
elemen data tentang jati diri, informasi dasar
serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan
yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya
disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk
yang bersifat unik/khas, tunggal, dan melekat
pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk
Kota Bogor.

16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data
tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,
serta identitas anggota keluarga.

17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya
disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk
yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
oleh Instansi Pelaksana.

18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting
yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan
Sipil pada Instansi Pelaksana.
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19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami
oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan
nama, dan perubahan kewarganegaraan.

20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat
yang melakukan pencatatan peristiwa penting
yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana
yang pengangkatannya di dasarkan pada peraturan
perundang-undangan.

21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan
kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia
dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan
kepada Orang Asing untuk tinggal menetap
di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta
dilindungi kerahasiaannya.

24. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas
dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan
di kelurahan.

25. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya
disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja
yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai,
dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk
yang beragama Islam.
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26. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut register
adalah dokumen yang memuat data dari peristiwa
penting penduduk yang dicatat oleh Unit Kerja meliputi
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan
anak, perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaraan.

27. Kutipan akta adalah Kutipan data autentik yang dipetik
sebagian dari register yang diberikan kepada penduduk
atas pelaporan terjadinya suatu peristiwa penting.

2. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 71 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 72A dihapus.

6. Ketentuan Pasal 72B dihapus.

7. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Setiap orang yang tidak dapat menunjukkan KTP
pada saat bepergian dan diancam dengan pidana
kurungan paling rendah 3 (tiga) hari dan paling tinggi
6 (enam) hari atau pidana denda paling sedikit
Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
dan paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu
rupiah).
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(2) Setiap orang yang tidak memiliki KTP diancam
dengan pidana kurungan paling rendah 6 (enam) hari
atau paling tinggi 12 (dua belas) hari atau pidana
denda paling sedikit Rp900.000,00 (sembilan ratus
ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000,00
(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Setiap WNI yang melanggar ketentuan batas waktu
pelaporan pencatatan pendaftaran penduduk
atau pada waktu pelaporan peristiwa kependudukan
diancam dengan pidana kurungan paling rendah
10 (sepuluh) hari dan paling tinggi 20 (dua puluh) hari
atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Setiap WNA yang melanggar ketentuan batas waktu
pelaporan pencatatan pendaftaran penduduk
atau pada waktu pelaporan peristiwa kependudukan
diancam dengan pidana kurungan paling rendah
10 (sepuluh) hari dan paling tinggi 20 (dua puluh) hari
atau pidana denda paling sedikit Rp2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Januari 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19720918 1999011001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (3/5/2018).


